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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUl\/IEN 
NOMOR: 19 Ti\I-HJN 2004 SERI: E NOMOR l7 

PERATURAN DAERAH KABUPAT.EN KEB{J~fE.N 

NOMOR 15-TAHUN ?004 

TENTANG 

KER.JASAMA DAN PENYELESAL\N PERSELISIHAN ANTAR 

DESA 

DENG-ANRAHMATTUHAN YANG- MAHAESA 

BUPATI KEBUI\fEN~ 

Menimlnmg a. bahwa deugau telah diuudaugkuuuy-a 

Pernturan Pemerintah Nomor 76 Tatum 200 l 

tentang Pedoman Umum Peu,gahmm 

Meuge1mi Des.a,. umka perlu meng,·1h.n

kembali teutaug Keijasmna dau Penyelesaiau 

Perselisilmu Autar Desa;. 



Mengiugat 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana 

tersebut humf a, pe-rlu menetapkan Peraturan 

Daerah t.entang Kerjasama clan PenyeJesaian 

PerseJisihan Antar Desa. 

l. Undaug - uudaug Nomor 13 Tahuu 1950 

t.entang Pembent.ukan Daerah-d.aerah 

Kabupateu dalmu Lingkungan Propinsi Jawa 

Teugah Jo. Peraturan Peme1iutalt Nomo1· 32 

Tahun 1950 tentang Penet.apan Mulai 

Berlal..'lmya Undang-undang Nomor B 

Talmn 1950 ; 

2. Undan,g - undan.~ Nomor "22 Tahun 1999 

t.ent.ang Pem~rint.ahan Daerah (Le,mbanm 

Negara Tabuu 1999 Nomor 60). Tambaliau 

umbarnn Negara Norn or 3839 ; 

3. Undang - undang Nornor 25 Tahun 1999 

tentang Pe1intbangan Keuaugau antarn. 

Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran 

Negara. Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan 

Lembarau Negara Nomor 3848); 



4. Peratunm Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah clan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daenll.1 

Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 54-~ Tambahan Lembarau Negara 

N 39,;;-, )· omor. . . .:.. . ~ 

5. Peratun.u1 Pemetintall Nomor 76 Tahun 2001 

tentang Pedoman Unmm Pengaturan 

hifongenai Desa (Lembarm1 Neg,.'ll-a Talmn 

2001 Nomor 142, Tambahan Lernbaran 

Negara.Nomor4155); 

6. Keputmmu Presideu Nomo1· 44 Tahuu 1999 

t.ent.ang Teknik Penyusunan Peraturan 

Pemndang-undangan dan Bentuk Rancangan 

Undaug-undaug,. Raucaugau Peraturau 

Pemerint.ah dan Rancanwm Keput.usan 
•:J 

Presicl.en ( Lembaran Negara. Tahun 1999 

Nomor 70); 

7. .Ke.putusan Ment.eri DaJam Nege-ri Nomor 48 

Talmn. 2002 tentang Teknik Penyusuuan 

Pern.turnn Desa dan Keputusau Kepala Desa ; 



8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daernh Kabupaten Kebumen Nomor 

75/KPTS-DPRD/200 l tentang Penrturau 

Tat.a. Tertjb Dewan Perwakilan Ral..-yat 

Daerah J(abupateu Kebumen. 

Dengan persehtjuan 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN 

KEBUMEN 

Menetapkan 

MEMlITUSKAN : 

PIRATURAN DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN TENTANG KER.JASAliA DAN 

PENYELESAIAN PERSELISffiAN ANTAR 

D:RSA. 

BABI 

KETENTUAN Ul\1Ul\•1 

Pasal 1 

Dalrun Perat.uran Daerah ini, yang dimaksnd dengan : 

L Daeral.1 adalal1 Kabupaten Kebumen 



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adaJah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daernh K.abupaten Kebumen 

5. Camat. adalah Perangkat Daerah yang mempnnyai \.vilayah kerja. di 

tingkat Kecamaian clalam Kabupaten Kebumen. 

6. Desa adalah ke .. atuan nm~yarakat hukum yang memiliki ke\•Venaugan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berda-.adrau a-.al-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dahuu 

sisf.em Pemerintahan Nasional clan berada di Daerah. 

7. Pemeriutahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Pemerinh:tb Desa dan Badan Penvakilan Desa 

8. Badan Perwakilan Desa. yang Hefanjut.nya disebut BPD adaf ah Lembaga. 

LegisJasi dan Pengawasan daJam haJ pe.Jrurnruman Pernttirr.m Desa, 

Anggarnu Peud3J>atan dan Belatlia Desa dau Keputusan Ke.i>ala Desa 

9. Pemerintah Desa :ulaJah KepaJa. Desa. dan Pe.ran.~at Desa. 

l O. KepaJa Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa. d.i Kabupaten Kebumen. 

11. Keijasama mitar Desa adalah suatu rang.kaim1 kegiatan yang teijadi 

l·areua ikatan fonnal an.tarn dasa dau pilrak Ketiga untuk bet-sama-sama 

meJaku.kan kegiat.an usaha gnna. mencapai tujuan tertenht 

12, PerseJisihan adalah perbedaan pemlapat yang menimbulkan konflik 

antar Desa daJam penyelengganran pemerint.ahan~ pembangnnan clan 

kemasyarnkahm. 



BAB II 

TUJUAN KERJASAMA 

Pasal 2 

Tltjuan Kedasama Ant.ar Desa adalah: 

a meniugka.tkan penyelenggaraan pemerintahan ~ 

b. meninglrntkan pefaksanaan pembangumm ~ 

c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ket.ertiban d.esa; 

d. meuingkatlran pettumbuhan ekouomi desa ; 

e. meningkat.kan kesejahteraan masyarakat. desa; 

f meningkatkan pendapatan asJi (w.sa. 

BAB III 

BENTUK KERJASAMA 

Pasai 3 

( l) Kerjasama. antar Desa dapat clilakukan ant.am. : 

a Desa dengan Des~ dalam satu Kecamatan ; 

b Detra dengau Desa,. lain Kecamatau ; 

c. Desa. dengan Desa, Jain Kabnpruen. 

(2) Ketjasama autar desa ditetapkau dengau Keputusan Bernama Kepala 

D1;,sa s ·.t1;,lah m1;,ud31mt pt;,rnt;'!h.1juau BPD, dilaporkru.1 k!;!pada Bupati 

melalui Camat 



BAB IV 

OBYEK KERJASAJ.\IIA 

Pa.-rol4 

( 1) Obyek keija.~ama antar Desa meliputi kegiatan pei1yefous..._~·am1 

pemerintaban, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Obyek ke.1:_iasama. sebagaimana. dimaks.11cl ayat (1) melipnfi : 

a. Bidang pemerintahan : 

l, pe-masangan t.anda bat.as wilayah ~ 

2, pengadaan atau pengdoJaan t.anah Kas Desa.; 

3. bidang pemeiiutahan yang lain_ 

b. Bidang J>embaugunan : 

L p~nbuatan jah:u.1> jembatau dan sarnna peugairau ; 

'l peiubangunan pa.~ar desa ; 

3. pembangunan tempat. rekreasi ~ 

4, pengadaan sarana. clan prasarana. air bersih ~ 

5. bidang pembanguuau yang lain_ 

c. Bidm1g kemasym11katau : 

1. peng.~manan dan ket.ertiban d.esa; 

2. bidaug pendidikan, kebudayaan dan kesehatau ; 

3. bidang ketua.'3yarnkatau yang lain. 



BABV 

TATA CARA KERJASAMA 

Pa,:;al 5 

(1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat. musyawarah 

desa dengan Badau Perwakilru1 Desa anlarn lain : 

a. Oby"-:k ket:iasama ; 

b. Jangka "'~u ke1jasaum ; 

c. Hak chm kewajiban chdam kerjasama ; 

d. Biaya peh.1lo;anaan ke1jasama. 

(lj H3s1l musyawarah desa sebagaimana dimaksud a:yat (1), dibahas 

bersama dengau desa yang akau melakukan kei:ja')ama untuk 

di.-rei>akati dan ditetapkan dengan Keputusan Bei-sam.a Ke.·pala Desa.. 

(1) 

B . .\.B VI 

BA.DAN KERJASAMA 

Pasal 6 

Untuk pelaksanaan kerjasama. sebagaimana dimaksud PasaJ 3 dapat 

d.ibentu.k Badan .Kerjasama. 



(2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (I) terdiri dari unsur Pemerintal1 

Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyaraka.t dari 

De£,:a yang me-ngadakan Kerjasama. 

(3) Badan Keija.~ama 

pe J aksan.--r.tnnya. 

bertuga.~ menyusun reucana kegiatan dan 

- Pa.~al 7 

( l) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksnd Pasal 6 ayat. ( l ) clapat 

membeutuk Sekretru:iat. 

(2) Sekretariat. sebagaimana climaksud ayat (1) bertugas membantn 

pelaksmumu admiuistnisi Badm1 Ketjnsmua. 

(3) Sekret.ariat. Badan Kerjasama. dit.et.apkan dengan Keput.usan Badan 

Ke-rjasama. 

BAB VII 

PER.UBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KER..JASAMA 

PasaJ 8 

(1) Pernbahan, pemmclaan clan pembataJan t.erha.clap obyek kerjasama 

sebagaimana dimaksud Pasal 4 .c6lal-.'l.tkan oleh Kepala. Desa yang 



melakukan ke1jasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama 

Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing. 

(2) Ke:putusan Be:rsama. Kepala Desa. sebagairnana. dimaksud ayat. (1) 

dilaporkan kepada Bupati mdalui Camat. 

BAB VIII 

BIA YA P.ELAKSANAAN KE RJASAMA 

Pasal 9 

(l) Biaya J)elaksanaan ketjasama dibebankan pada desa-desa yang 

rnelaku.kan ker:_iasfillla. 

(2) Pen_gelotaan keuangau, di))et1anggungjawabkan oleh Kepala Desa 
, , 

masmg-ma.~mg. 

(3) Dafam haJ dibe:nt.uk Badan Ke:rjasama, maka pe:ngefolaan keuangan 

seb}1,gai11ui11a diniak'Jud ayat (2)~ diperta11ggu11gjawabka11 old1 Badan 

Ke-1:jasama kepada Kepala Desa masiug-masing. 



BABLX 

PENYELESAL\N PERSELL~IHAN 

PasaJ 10 

Penyelesaim1 J)erselisihan mlrnl· Desa dilaksmrakau seem-a 

- musyawm-al1/mufulrat dengan mengikutseitak:an BPD, dan dapat ditambah 

dru:i uusur umbaga Kemasyarakatru.1 Desa dan Tokoh hitasyru.·akat yang 

lmsiluyu ditetapkau dalam Keputusan Bersmna Kepala Desa 

Pa~al 11 

Pejabat yang bern•emmg mrt.uk memfasilit.asi penyelesaian perselisihan 

antar Desa adalab : 

a. Camat uutuk pei-selisiban antar Desa dengan Desa dalam satu 

Kecamatan ~ 

b. Bupati uutuk persefonlian a11tan1 Desa dengan Desa yang tidak 

tet'lllah"'l.lk dalam satu Kecamatan ; 

Pasal 12 

Apabila J>etiyetesairu.1 perselisiban anmr Desa sebagaimana dimak.•md pada 

Pa.-sal 10 dau Pa.-sal 11,. tidak ds1pat diselesailrau,. J>t.'!rselisilmn auh:u· desa 

diselesaikan mdalui peugadilan. 



BAB X 

PERAN BADAN PER\VAKILAN DESA 

DALAM KER,JASAMA ANT AR DESA 

Pasal l3 

Peran BPD daJam Kerjasama. ant.er Desa. : 

a. memberikan pendapat clan pertimbangrdf1 kepada Pemerintah Desa. 

t.erhadap rencana. kerjasama antar d.esa; 

b. memberikau persetujuan/penolakan terhadap Keputusan Benmma 

Kepala Desa ~ 

c. mengadakan pengmvasan terhadap pe)aksanaan Kerjasama antar Det,-a. 

BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGA\\rASAN 

Pasal 14 

(1) Bupati <lapat meJaknkan pembinaan terhaclap Kerjasamaantar Desa. 

(2) Penga\va.-,an tetiiadap Kei:ja.-:mnia antar Desa ditakukan oleh BPD dan 

Bupati. 



BAB XII 

KETENTU AN PERAL1H.A..."N 

Pasal 15 

Keijasama autar desa yang sudah ada sebelum berlakuuuya Peraturan 

Daerah ini proses achninif>1rasinye d.isesnaikan dengan ket.entuan-kerentuan 

yang ru:la. pada. Peraturan Daerah ini. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pa.~al 16 

Hal-bal yang be.tum diatur dalam Peraturan Dae-rah iui akau diatur lebih 

lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai peJaksanaannya. 

Pa.-ral l 7 

Dengan berlainmya. Perntnnm Dae.rah ini, maka Pernturan Dae.rah 

Kabupaten K.ebumen Nomor 14 Talmn 2000 tentang Ket~ja-Jama Antai· Desa 

dinyatakau tidak berlaku. 



Pasal 18 

Pernturau Daaral1 ini mulai badaku pada tan&..~l diundangkan. 

Agar set.iap ornn.1; clapat. men.~t.ahuinya~ memerint.ahkan pengun<langan 

Peraturau Daerah iui deugau penempatauuya dalam Lembarnu Daernh. 

Diuud ·:ebumeu 
Pada b.u:et 2004 
SEY AERAH 

KA.IR 

H . .' osn SH '\. 
Pem · a. Utama. Muda. 

. 010138 040 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 17-3-2004 

BUPATI KRBUII.EN, 

t.t.d 

RUSTRINING8fil 

LEM.BARAN DAERAH KABUPATEN KEBUI\fENTAHUNltl04 

NOI\tOR 19 


